
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Umum Tentang Kejahatan 

1. Pengertian Kejahatanx 

“Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 

warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.1 Tindak kejahatan bisa 

dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidkan yang 

berbeda.2 Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 

direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. 

Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat 

diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja”. 

Definisi keja8hatan men8urut Kart8ono bahwa :  

“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku  

yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan 

masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga 

masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”. 3 

Menurut Sutris8no d8an Sul8is bah8wa : “penyebab kejahatan dapat dilihat 

dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur 

kerohanian.” “Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut 
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hal.1 
2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. hal. 2 
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kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, 

jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga 

yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.” 4 “Selain itu ada istilah 

kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa 

yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya”. 5 

“Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis 

kelamin,  berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita 

dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase 

kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.6 Hal itu 

tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wamita dengan 

sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik 

wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki”. 7 

 

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan  

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut 

Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa 

ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-

sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).8 
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Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai 

berikut: 9 

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahtan 

2. Faktor Ekonomi yang menunutut pelaku memperoleh 

penghasilan dari  hasil kejahatan karena tidak memiliki 

penghasilan cukup untuk kehidupannya.  

3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai 

keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan 

seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.  

4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali 

terjadi kejahatan.  

5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu 

lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota 

keuarga melakukan kejahatan. 

 

3. Teori Kriminologi 

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain : 

a. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association) 

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita 

pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok 

tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-
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nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan 

jahat tersebut.10 

b. Teori Kontrol Sosial  

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan 

individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi 

sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas 

bawah) cenderung melawan hukum karena merasa sedikit terikat dengan 

peraturan konvensional.11   

c. Teori Interaksionisme Simbolik 

Dalam perspektif ini dikenal dengan nama sosiolog George Herbert Mead 

dan Charles Horton Cooley, yang memusatkan perhatiannya pada interaksi 

antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-

individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang 

didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata.12 

d. Teori Konflik 

Dalam teori konflik berasumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat 

hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai 

pertentangan.13 Namun dalam teori ini yang dipertanyakan adalah 

konsekuensi dari perbuatan dan penegakan hukum, dimana hukum 

merupakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang muncul jika 
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individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau 

diterima masyarakat.14 

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan 

menggunakan perkataan”tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaarfeit” 

tanpa memberikan sesuatu penjelasan menganai apax yangx sebenarnyax 

dimaksudx denganx perkataanx “xtindakx pidanax” tersebut. Secara harfiah 

perkataan “tindakx pidanax” dapat diterjemahkan sebagai, sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 

bukan kenyataan,perbuatan, ataupun tindakan.15 Moeljatno menerjemahkan 

istilah “straftbaar feitx” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatx beliaux 

istilahx “perbuatanx pidanax” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.16 

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan 

formal Indonesia, istilah “ peristiwax pidanax” pernah digunakan secara resmi 

dalamx UUDSx 1950x, yaknix dalamx pasalx 14x (1)x. Secarax substantivex, 

pengertianx darix istilahx “ peristiwax pidanax” lebih menunjuk kepada suatu 
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16 Mahrus Ali,2011,Dasar-Dasar Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika,hal.97 



kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia mauoaun oleh gejala 

alam.17 

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa, Tindak Pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian 

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak 

berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).18 

Jonkers merumuskan bahwa, Tindak pidana sebagai peristiwa pidana 

yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum 

(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahn yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.19 

Sementara itu, dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan 

manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Menurutx Pompex, 

perkataanx “tindakx pidanax”secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut 

suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.20 Pompe juga berpendapat 

yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana”. 
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Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka 

yang diutamakan ialah perbuatan.21 

Menurut Pompe, seperti yang dikutip o8leh Bam8bang Poer8nomo, 

peng8ertian str8afbaar f8eit dib8edakan m8enjadi :22 

a. Defin8isi men8urut teo8ri, mem8berikan p8engerian “stra8fbaar fe8it” 

adal8ah sua8tu pel8anggaran te8rhadap no8rma, dilakukanx karenax 

kesalahanx six pelanggarx danx diancamx denganx pidanax untukx 

mempertahankanx tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum; 

b. Difinisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar 

feit” adalahx suatux kejadianx (feit)x yangx olehx peraturanx 

perunda8ng-unda8ngan dir8umuskan se8bagai pe8rbuatan ya8ng da8pat 

dihukum. 

Pengertian tindak pidana (strafbaarfeit/delict/criminal act) yang selama 

ini dikembangkan oleh doktin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 

ayat 1 menetapkan bahwax “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini 

menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah 

satunya penggolongan deli katas delik sengaja (dolus) dan delik kealpaan 

(culpa), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban 
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hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan 

tindakan pidana (culpos delicten).23  

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah lain yaitu dengan 

menggunakan delik, berikut adalah alasannya:24 

a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 

khusus yang subjeknya merupakan badan hokum, badan, orang 

mati. 

c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan 

pidana juga menggunakan delik. 

d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 

diwujudkan oleh koorporasi orang tidak dikenal menurut hokum 

pidana ekonomi Indonesia. 

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan 

peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya) 

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

Menurutx Yurisprudensix, makax yangx diartikanx denganx 

“penganiayaanx” yaitux sengajax menyebabkanx perasaanx tidakx enakx, 

rasax sakitx, ataux lukax.  Masukx pulax dalamx pengertianx penganiayaanx 

ialahx “Sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaanx tidakx enakx” 

misalnyax mendorongx orangx terjunx kex kali, sehingga basah. “Rasa sakit” 
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misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnyax mengirisx, 

memotongx, menusukx denganx pisaux. “Merusak kesehatan” misalnyax 

orangx sedangx tidurx danx berkeringatx dibukax jendelax kamarnyax 

sehinggax orangx itux masuk angina.25 

 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Pa8da hakika8tnya, seti8ap perb8uatan pida8na haru8s ter8diri da8ri u8nsur-un8sur 

lah8iriah (fa8kta) ole8h perb8uatan, meng8andung kela8kuan d8an ak8ibat yan8g 

dit8imbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 

(dunia).26 

Menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi sebagaimana dikutipx darix 

olehx Amirx Ilyasx bahwax tindakx pidanax mempunyaix 5x (lima)x unsurx-

unsurx, yaitux :x 

1. Sub8jek; 

2. Kesala8han; 

3. Bersi8fat me8lawan h8ukum da8ri s8uatu t8indakan; 

4. Su8atu tind8akan y8ang dil8arang at8au diharu8skan ol8eh Un8dang- 

Un8dang da8n terh8adap pel8anggarannya di8ancam de8ngan pidana; 

5. Waktu,tempat,dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
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Group,hal. 97 
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Unsur-unsur tindak pidana menurut Moelyatno:27 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

Untuk dapat dikatakan sebuah tindak pidana harus ada suatu 

kelakuan dan akibat yang nyata. Harus adanya suatu tindakan 

materil, yang sudah dilakukan dalam suatu rumusan tindak pidana. 

2. Halx ikhwalx ataux keadaanx yangx menyertaix perbuatan. 

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golonga oleh van Hamel yaitux 

yangx mengenaix dirix orangx yangx melakukanx perbuatanx danx 

yangx mengenaix dix luarx dirix six pelakux. 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang 

bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya at 8au 

al8asannya unt8uk mengad8akan sy8arat ter8sebut iala8h bah8wa tan8pa 

ad8anya ke8adaan it8u, perbu8atan ya8ng dilak8ukan ti8dak cu8kup 

mer8upakan pen8ggangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu 

diadakan sanksi pidana. Banyak penulis Belanda berpendapat 

bahwa keadaan tadi merupakan unsur tindak pidana, sekalipun 

tambahan. 
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4. Unsur melawan hukuman yang obyektif. 

Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai 

perbuatan. Suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata, terdapat 

tindakan yang sudah diperbuat. 

5. Unsur melawan hukum yang subyektif. 

Sifat mela8wan huku8mnya perbu8atan ti8dak diny8atakan d8ari h8al-h8al 

la8hir, tet8api diga8ntungkan p8ada ni8at or8ang ya8ng melakukan 

perbuatan. 

Tindak pidana juga “diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidan atas dasar 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan 

tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan 

mengebai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) 

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan 

(Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)”. 

4. Macam Penganiayaanx 

Atasx dasarx unsurx kesalahannyax, kejahatanx terhadapx tubuh terdiri 

dari dua macam bentuk, yaitu:28 

1. Kejahatanx terhadapx tubuhx yangx dilakukanx denganx sengajax. 

Kejahatanx yangx dimaksudx inix diberix kualifikasix sebagaix 

                                                           
28 Ismu Gunadi, Op.Cit., hlm 97. 



penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 

KUHP. 

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuatx dalamx Pasalx 

360x Babx XXIx KUHPx yangx dikenalx denganx kualifikasix 

karenax lalaix menyebabkanx orangx lain luka. 

Kejahatan terhadapx tubuhx yangx dilakukanx denganx sengajax 

(penganiayaan)x dapatx dibedakanx menjadix limax macamx yaknix :x 

1. Penganiayaanx Biasax (Pasalx 351x KUHPx)x 

Penganiayaanx biasax yangx dapatx jugax disebutx denganx 

penganiayaanx pokokx ataux bentukx standarx terhadapx 

ketentuanx Pasalx 351x KUHPx yaitux padax hakikatnyax semuax 

penganiayaanx yangx bukanx penganiayaanx beratx danx bukanx 

penganiayaanx ringanx. Mengamatix Pasalx 351x KUHPx makax 

adax empat jenis penganiayaan biasa, yaitu29 

a. Penganiyaan bia 8sa yan8g t8idak da8pat men8imbulkan l8uka be8rat 

ma8upun kemat8ian da8n di8hukum de8ngan hu8kuman pe8njara 

sel8ama-lam8anya du8a ta8hun del8apan b8ulan at8au den8da se8banyak-

banya8knya t8iga ra8tus ru8piah. (a8yat 1) 

b. Pengan8iayaan y8ang men8gakibatkan l8uka be8rat da8n dihu8kum 

deng8an hu8kuman penj8ara se8lama-lam8anya l8ima tah8un (a8yat 28) 
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c. Peng8aniyaan ya8ng mengak 8ibatkan kem8atian da8n dih8ukum 

deng8an hu8kuman penj8ara se8lama-la8manya tu8juh t8ahun (a8yat 38) 

d. Pengan8iyaan ya8ng ber8upa se8ngaja me8rusak kes8ehatan (aya8t 48) 

Uns8ur – unsur penganiyaan biasa, yakni :30 

a. Adanya kesengajaan. 

b. Adanya perbuatan. 

c. Adanyax akibatx perbuatanx (yangx ditujux)x, yaknix : 

1. rasax sakitx padax tubuh; dan/atau 

2. luka pada tubuh 

d. Akibatx yangx menjadix tujuanx satux-satunyax. 

2. Penganiayaanx Ringanx (Pasalx 352x KUHPx)x 

Halx inix diaturx dalamx Pasalx 352x KUHPx. Menurutx pasalx 

in8i, pen8ganiayaan r8ingan in8i ad8a d8an dia8cam “dengan maksimum 

hukuman penjara tiga bulan atau dendan tiga ratus rupiah apabila 

tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak 

menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan antar 

pekerja. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang 

yang melakukan penganiayaan ringan ini  terhadap orang yang 

bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya. Penganiayaan 

tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang 
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tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan 

jabatan atau” pekerja sehari-hari. 31 

Unsur-unsur dalam penganiayaan ringan adalah :32 

a. Bukan berupa penganiayaan berencana 

b. Terhadap penganiayaan yang dilakukan : 

1. Terhadapx ibux ataux bapaknyax yangx sahx, istrix 

ataux anaknya. 

2. Terhadap pegawai negeri yang sedaxng danx/ataux 

karenax menjalankanx tugasnyax yangx sah. 

3. Dengan memasukkanx bahanx berbahayax bagix 

nyawax ataux kesehatanx untukx di makan atau di 

minum. 

c. Tidak menimbulkan : 

1. Penyakit. 

2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau 

3. Pencaharian. 

3. Penganiyaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 

Unsur penganiayan berencana ialah “direncanakan terlebih 

dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat 
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dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi 

syarat-syarat” :33 

1. Pengam8bilan k8eputusan un8tuk ber8buat su8atu kehe8ndak 

dilak8ukan da8lam sua8sana ba8tin y8ang te8nang. 

2. Sej8ak tim8bulnya kehe8ndak/pen8gambilan ke8putusan un8tuk 

be8rbuat sam8pai de8ngan pe8laksanaan pe8rbuatan ad8a 

ten8ggang wakt8u ya8ng cu8kup, seh8ingga da8pat digu8nakan 

ol8ehnya un8tuk be8rpikir, an8tara lain” : 

a. Resiko apa yang akan ditanggung. 

b. Bagaimana cara dan dengan ala tapa serta bilamana saat 

yang tepat untuk melaksanakannya. 

c. Bagaimana cara menghilangkan jejak. 

3. Dalam melakukan perbuatan yang telah diputuskan 

dilakukan dalam suatu hati yang tenang. 

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 

Perbuatanx beratx ataux dapatx disebutx jugax menjadix 

beratx padax tubuhx orangx lainx. Haruslahx dilakukanx denganx 

sengajax olehx orangx yangx menganiayaanx. 

Unsurx-unsurx penganiayaanx beratx, antarax lainx :34 

a. Kesalahanx : kesengajaanx 

b. Perbuatanx : melukaix beratx 
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c. Objeknyax  : tubuhx orangx lainx 

d. Akibatx      : lukax beratx. 

Istilahx lukax beratx menurutx Pasalx 90x KUHPx berartix 

sebagaix berikutx :35 

1. Penyakitx ataux lukax yangx tidakx dapatx 

diharapkanx akanx sembuhx denganx sempurnax 

ataux yangx menimbulkanx bahayax mautx 

2. Menjadix senantiasax tidakx cakapx mengerjakanx 

pekerjaanx jabatanx ataux pencaharianx. 

3. Kehilanganx kemampuan mamakai salah satu dari 

pancaindra. 

4. Kekudung-kudungan. 

5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat 

minggu. 

6. Pengguguran kehamilanx ataux kematianx anakx 

yangx masihx adax dalamx kandunganx. 

Penganiayaanx beratx adax duax bentukx, yaitux : 

1. “Penganiayaan berat biasa (ayat 1)”.  

2. “Pengani8ayaan ber8at ya8ng meni8mbulkan kema8tian 

(ay8at 28)”. 

 

                                                           
35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 



5. Penganiayaanx Beratx Berencanax (Pasalx 355x KUHPx)x 

“Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat 

(Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 

ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara 

serentak/bersama. Oleh kerena itu, harus terpenuhi baik unsur 

penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. 

Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi 

tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat 

luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika 

kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan 

berencana”. 36 

 

C. Kajian Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 

1. Proses Perkembangan Sistem Pemasyarakatan 

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan 

kejahatan terkenal dengan system penjara baru dikenal pada zaman 

penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan 

dikeluarkan peraturan umum untuk golongan Indonesia (Bumi Putera) yang 

dipidana dengan kerja paksa (Staatsblad 1826 No. 16), sedangkan untuk 

golongan Eropa Belanda berlaku penjara.37 

                                                           
36 Ibid., hlm. 101 
37 Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 123 



Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara (Gestichken Reglement) 

yang tercantum dalam Staatsblad 1919 No. 708 kemudia menjadi dasar 

peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.38 

Pada tahun 1964 timbulah sebuah Sistem Pemasyarakatan yang 

dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau menyebutkan 

bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa menderita 

pada narapidana karena kehilangan kebebasan bergerak, membimbing 

narapidana agar bertobat, mendidik menjadi anggota masyarakat yang 

baik.39 

Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang 

Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai 

sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang 

dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi 

pelaksananya. 

Pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari sistem 

pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan 

pencatatannya secara administrasi, yang kemudian disusul dengan observasi 

atau identifikasi mengenai pribadinya. Setelah selesai kemudian ditentukan 

bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatan, 

pekerjaan yang akan diberikan, pendidikan dan pelatihan yang akan dijalankan. 

                                                           
38 Ibid. 
39 Ibid., hlm. 124 



Disamping itu narapidana diberi keterangan-keterangan tentang hak dan 

kewajiban serta tata cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentukx 

wargax binaanx pemasyarakatanx agarx menjadix manusiax seutuhnyax, 

menyadarix kesalahanx, memperbaikix dirix danx tidakx mengulangix tindakx 

pidanax, sehinggax dapatx diterimax kembalix olehx lingkunganx 

masyarakatan, dapat berperan aktif dalam pembangun, danx dapatx hidupx 

secarax wajarx sebagaix wargax yang baik dan bertanggung jawab. Dalam 

rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini 

memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan” ialah40 

1) Orang yang tersesat harus diayomi denga memberikan kepadanya 

bekalx hidupx sebagaix wargax negarax yangx baikx danx bergunax 

dalamx masyarakat; 

2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara; 

3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan 

dengan bimbingan; 

4) Negara tidak berhak membuat seorang nerapidana lebih buruk atau 

lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga; 

5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana hatus 

dikenalkan kepada masyarakatx danx tidakx bolehx diasingkanx 

darix masyarakat; 

                                                           
40 Nyoman Jaya Serikat Putra, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit 

UNDIP, hal. 39 



6) Pekerjaanx yangx diberikanx kepadax narapidanax tidakx bolehx 

bersifatx mengisix waktux atau hanya diperuntukkan bagi 

kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan 

harus ditujukan untuk pembangunan negara; 

7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila; 

8) Tiapx orangx adalahx manusiax danx harusx diperlukanx sebagaix 

manusiax meskipunx iax telahx tersesatx. Tidakx bolehx 

ditunjukkanx kepada narapidana bahwa ia itu penjahat; 

9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 

10) Sarana fisik lembaga dewasax inix merupakanx salahx satux 

hambatanx pelaksanaanx sistemx pemasyarakatan. 

 

2. Tata Tertib dan Keamanan 

Tata Tertib Lapas Dan Rutan diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 

2013. Pasal 2 yang berbunyai :  

(1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau 

Rutan. 

(2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. 

Menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, 

dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga 



Pemasyarakatan perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang mendukung, 

tetapi juga faktor penghambat. Faktor tersebut antara lain:41 

1. Polax danx tatax letakx bangunanx Lembaga Pemasyarakatan 

2. Struktur organisasi 

3. Kepimpinaan kepala Lembaga Pemasyarakatan 

4. Kualitas dan kuantitas petugas 

5. Manajemen 

6. Kesejahteraan petugas 

7. Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan 

8. Anggaran 

9. Sumber daya alam 

10. Kualitas dan ragam binaan 

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri, 

yaitu: 

a. Adanya keluarga yang kurang peduli dengan salah satu anggota 

keluarga yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan 

b. Rendahnya keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pembinaan 

c. Sulitnya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama yang saling 

menguntungkan dalam proses pembinaan narapidana. 

 

                                                           
41 Soegando, 2006, Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overlood Lapas Indonesia, Sleman: Insania 

Cita Press, hal. 51 



3. Pengertian Narapidana 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang 

hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.42  

“Menurut U8U N8o. 182 Tah8un 19895 te8ntang pe8masyarakatan, narap8idana 

ada8lah ter8pidana ya8ng menj8alani pi8dana hi8lang ke8merdekaan d8i Le8mbaga 

Pe8masyarakatan”. Dan merupakan seseo8rang ya1ng te8lah di8jatuhkan vo1nis 

ber8salah o1leh h8ukum dan hukum menjalani hukuman.43 

Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pi8dana hila8ng 

keme8rdekaan d8i L1embaga Pem8asyarakatan.44 

Narapidana  merupakan subjek hukum y1ang ti8dak berb8eda dar8i ma8nusia 

lai8nnya ya1ng sew1aktu-w8aktu da8pat mel8akukan ke8salahan at8au kek8hilafan y8ang 

d8apat dik8enakan pi8dana, seh8ingga t8idak har8us dijauhi atau dipandang sebelah 

mata.45 

Dalam pasal 1 angka 6 U8U N8o. 182 Ta8hun 19985 Te8ntang 

Pemaxsyarakatan, terpidana ada1lah se1seorang ya8ng dipid1ana be1rdasarkan 

putusa1n pe1ngadilan y1ang t1elah m1emperoleh kekuasaan hukum tetap. 

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan 

dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:46 

                                                           
42 Depdiknas, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,hal. 829 
43 C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta : Djambatan, hal. 5 
44 Hadi Setia Tunggal, 2000, UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan 

Pelaksanaannya, Jakarta: PT. Harvarindo, hal. 3 
45 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT. Refika 

Aditama, hal. 103 
46  Soegando, Op.Cit. hlm 51. 



1. Pembinaan interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara petugas 

pembina dan narapidana. 

2. Pembinaan yang bersifat persuasive yang ditujukan untuk 

memperbaiki diri pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan 

keteladanan. 

3. Menempatkan narap1idana se1bagai ma1nusia ya1ng me1miliki poten1si 

da1n harga diri dengan h8ak d8an kewa8jiban ya8ng sa8ma de8ngan 

man8usia lainnya. 

4. Pembinaan dilaksanakan secara berencana, terus menerus dan 

sistematis. 

5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok. 

 


